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KEPUTUSAN KTPALA KANTOR WILAYATI KTMENTERIAIT AGA}ITA

PRO\rINSI JAWA TIIT,IUR
NOMOR LaSL TAIIUN 2018

TE}ITAITG
PEIVIBTRIAN IZIIS PE1TDInIAN / OPTRASIONAL

RAUDHATUL ATI{FAL AL.HIKMAH KAEUPATEil 1TIALANG

PR'OVIIIISI JAWA TIMUR

DENGAI{ RAHMAT TUHAII YAITG MA}IA ESA

KEPALA KANTOR IVILAYAH KTME1TTERIAN AGATilA PROVINSI JATIIA TIMUR'

Menim.bang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfai yang bermutu, perlu memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi trerbadan hukum
untuk menvelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan

standar nasional Pendidikan;

b. bahrva masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul
Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah habis;

c. trahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum daiam
l,ampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
perpanjangao izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal
Lerdasarkan Rekomenrlasi dari Kepala Kantor Kementerian

Agama KABUPATEN MALANG Nomor :

Ka'ts'gsla2lPP.00.4/1015/2016Tanggai29JANUARI
2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
clalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
KeputusanKepalaKantorWilayahKementerianAgama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzir'
Pendirian/operasional RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH
ICq'BUPATBN MALANG Provinsi Jawa Timur'

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2O Tahun 2oa3 tentang sistem
pendiclikan Nalional ilembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan limbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Peneiirlikan ilembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Ind"onesia Nomor 44961 sebagaimana telah di"ubah <lengan

Pera.t,uranPemerintahNomor13Tahun20lSterrtang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1!)

Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Ncmor 45, Tambahan
Lembaran Negara lteputrlik indonesia Nomor 5670);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
T4hun 20OB Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48641;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2A7O tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2010 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 51501
sebagaimsma telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraarl Pendidikan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor LLz, Tambahan Lemtraran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan |{asional Nomor 24 Tahun 2AA7
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Itrtidaiyah, Sekolah Menengair
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201O
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota setragaimana teLah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun ?ALO kntang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telatr
diutrah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2AL6 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan .Islam Nomor 1385
Tahun 2A14 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilaag, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendtrian Mad.rasah;

l1



Menetapkan
t

MtrMUTUSKAN:

KEPUTUS$ KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN LZIN PENDIRIAN I OPtrRASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH KABUPATEN MALANG
PROYINSI JAWA ?IMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirial/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentual
peraturan perundang- undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Januari 2018

R WILAYA}T
AGAMA

A TIMUR,

BAHRIt,t

KtrSATU

KEDUA

KETIGA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
qiILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1251 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERTAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
RAUDF{ATUL ATHFAL AL-HIKMAH
KABUPATtrN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDI-{ATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRTAN

KANTOR WILAYAH
AGAMA

AWA TIMUR,

BAIIRIt/L

1 Nama Raudhatul Athfal AL-HiKMAH

2 Nomor Statistik Madrasah 1A1235A70289

3 Atramat Raudhatul Athfal JL. RAYA PAKISAJI GG. KORAMII-

DESA PAIfiSAJI

KECAMATAN PAKISAJI

KABUPATBN MALANG

I'ROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN AL HIKMAH LATIFUI

5 Akte Notaris Organisasi

Fenyelenggara

NO. 1, VIROS ANANTA, SH, M.KN

6 Pengesahan Akte

0rganisasi Penyelenggara

Notaris AHU-00372 19.AH.0 1.04 ?AF{UN 2015 /
19 SBPI'BMBER 2016
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